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A B S T R A K 

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan 

besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang 

hukum. Salah satu implikasinya adalah munculnya bukti 

digital sebagai alat bukti baru dalam proses peradilan. Dalam 

perkara perdata, bukti digital menjadi penting karena banyak 

transaksi dan komunikasi kini dilakukan secara elektronik. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bukti 

digital dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan 

Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif 

yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan 

konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti digital 

memiliki kekuatan hukum yang sah sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun masih 

terdapat kendala dalam praktiknya, terutama terkait keaslian, keutuhan, dan mekanisme 

pembuktian di pengadilan. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas aparat 

penegak hukum dan pembaruan sistem hukum acara perdata agar lebih adaptif terhadap 

perkembangan teknologi digital. 

  

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah membawa perubahan 

besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum(Dermawan, Saputra, & 

Hutagalung, 2022). Salah satu implikasi utama dari transformasi digital ini adalah munculnya 

bukti digital sebagai bentuk baru dari alat bukti yang digunakan dalam proses 

peradilan(Awaluddin, Amsori, & Mulyana, 2024). Bukti digital mencakup segala bentuk 

informasi elektronik yang dihasilkan, dikirim, disimpan, atau diterima melalui perangkat digital 

seperti komputer, telepon genggam, maupun jaringan internet (Kafadar, 2017). Dalam 

praktiknya, bukti digital dapat berupa email, pesan singkat, rekaman CCTV, transaksi 

elektronik, hingga unggahan di media sosial yang mengandung nilai pembuktian hukum. Bukti 

digital menjadi instrumen penting dalam era modern ketika aktivitas masyarakat banyak 

dilakukan secara daring. 

Sistem pembuktian perkara perdata di pengadilan merupakan aspek fundamental 

dalam proses penegakan hukum perdata di Indonesia(Strategi et al., 2024). Pembuktian 

menjadi sarana bagi hakim untuk menilai kebenaran dalil-dalil para pihak yang berperkara 

melalui alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata, Berdasarkan Pasal 1866 

KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, alat bukti yang dikenal dalam hukum perdata meliputi tulisan, 

saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah(Notarium, 2024). Namun, sistem pembuktian 

tersebut masih bersifat konvensional dan belum secara tegas mengatur keberadaan bukti 

elektronik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana posisi bukti 
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digital dapat diakui dan diterapkan secara sah dalam penyelesaian sengketa perdata di 

pengadilan. 

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bukti digital memiliki potensi besar 

untuk dijadikan alat bukti dalam proses hukum (Faisol, Rahmad Ready Kurniawan, & Ahmad 

Wahyudin, 2025). Bukti digital memberikan efisiensi dan ketepatan dalam pembuktian karena 

data elektronik sulit diubah tanpa meninggalkan jejak digital (Setiawan, Rusydi, Rahmawati, & 

Hasanah, 2022). Demikian pula hasil penelitian oleh Rasyid (2021) menyebutkan bahwa 

dokumen elektronik dapat menjadi bukti sah apabila memenuhi syarat keaslian, keutuhan, dan 

keterandalan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE. Studi-studi tersebut 

juga menyoroti perlunya autentikasi dan verifikasi agar bukti digital tidak disalahgunakan 

sebagai alat manipulasi dalam proses hukum . 

Penelitian mengenai pembuktian perkara perdata menunjukkan bahwa sistem 

pembuktian di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menghadapi perubahan digital 

(Arif & Kunci, n.d.). hukum acara perdata yang masih mengacu pada HIR dan RBg belum 

mengakomodasi bukti elektronik secara eksplisit, sehingga menimbulkan ketidakpastian 

hukum bagi hakim dalam menilai validitas data digital(Soroinda, Annisa, & Soroinda, 

2022),Selain itu, Pratama (2022) menjelaskan bahwa banyak aparat peradilan yang belum 

memiliki pemahaman mendalam tentang aspek teknis bukti digital, seperti forensik elektronik 

dan tanda tangan digital. Kondisi ini menyebabkan hakim sering kali bersikap hati-hati dan 

cenderung menjadikan bukti digital sebagai alat bukti tambahan, bukan alat bukti utama (Saleh 

& Setiawan, 2025). 

Beberapa penelitian yang mengkaji keterkaitan antara bukti digital dan pembuktian 

perkara perdata menunjukkan adanya perkembangan positif namun belum optimal (Nasrullah, 

2017).pengadilan mulai menerima dokumen elektronik, seperti email dan rekaman 

percakapan, sebagai bukti sah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1574 K/Pdt/2015. Hal 

ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap eksistensi bukti digital dalam proses pembuktian 

perdata. Namun, studi yang sama menegaskan bahwa penerapannya masih terbatas karena 

belum adanya pedoman teknis yang baku dari Mahkamah Agung (Husmita Okteriana, 2024). 

Sementara itu, penelitian oleh Lestari (2023) menemukan bahwa keberhasilan penerapan 

bukti digital sangat bergantung pada pemahaman hakim dan ketersediaan sarana forensik 

digital di lembaga peradilan. 

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun 

bukti digital telah diakui secara hukum melalui UU ITE, penerapannya dalam pembuktian 

perkara perdata masih menghadapi sejumlah kelemahan (Ellitan, 2009). Belum sinkronnya 

antara ketentuan UU ITE dengan HIR/RBg menyebabkan adanya kekosongan norma dan 

ketidakseragaman dalam praktik peradilan. Selain itu, masih terbatasnya kemampuan teknis 

aparat hukum serta belum adanya pedoman autentikasi bukti digital menjadi hambatan utama 

dalam penerapan yang efektif. Penelitian ini memiliki unsur novelty dengan menyoroti perlunya 

reformulasi sistem pembuktian perdata agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi 

informasi serta mampu menjamin keaslian dan keutuhan bukti digital di pengadilan. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan 

bukti digital dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan Indonesia. Analisis ini dilakukan 

untuk memahami sejauh mana pengakuan dan kekuatan hukum bukti digital dalam sistem 

pembuktian perdata, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang diperlukan untuk 

memperkuat keabsahannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
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pengembangan hukum acara perdata Indonesia agar lebih responsif terhadap transformasi 

digital dan mampu menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan Systematic Literature 

Review (SLR) yang bertujuan untuk menelaah secara mendalam kedudukan bukti digital 

dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan Indonesia. Kegiatan penelitian 

dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menelaah, dan mensintesis berbagai hasil penelitian 

terdahulu, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang memiliki 

relevansi dengan topik penelitian. Proses penelusuran literatur dilaksanakan secara sistematis 

melalui berbagai sumber ilmiah, antara lain Google Scholar, Scipace dengan menggunakan 

kata kunci “bukti digital”, “pembuktian perdata”, “hukum acara perdata”, “alat bukti elektronik”, 

dan “pengadilan Indonesia”. Rentang waktu publikasi yang dijadikan acuan adalah tahun 2015 

hingga 2025 agar sesuai dengan perkembangan hukum dan teknologi informasi terkini. 

Adapun kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, 

dan putusan pengadilan yang membahas bukti digital dalam konteks hukum perdata serta 

dapat diakses secara penuh (full text). Kriteria eksklusi mencakup literatur yang membahas 

bukti digital pada perkara pidana atau administrasi, sumber non-akademik seperti berita atau 

opini, serta publikasi yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Proses seleksi literatur 

dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu identifikasi, penyaringan, dan penilaian kelayakan, yang 

kemudian diikuti dengan proses ekstraksi data untuk mencatat informasi penting meliputi 

tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil temuan, serta pandangan hukum terkait 

kedudukan bukti digital. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara tematik guna 

mengidentifikasi pola, perbedaan pandangan, serta menarik kesimpulan yang dapat 

memperkuat pemahaman terhadap kedudukan bukti digital dalam pembuktian perkara 

perdata di pengadilan Indonesia. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengakuan dan Dasar Hukum Bukti Digital dalam Pembuktian Perdata 
Pengakuan dan dasar hukum terhadap bukti digital dalam proses 

pembuktian perkara perdata mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring 
dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Soroinda et al., 2022). Bukti 
elektronik, seperti surat elektronik (email), pesan teks, rekaman suara, video, serta 
dokumen digital, kini telah memperoleh legitimasi hukum sebagai alat bukti yang 
sah di pengadilan Indonesia. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 
beserta perubahannya, yang menegaskan bahwa informasi elektronik atau 
dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti 
konvensional apabila memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (Sinaga, 2024). 
Bukti digital dapat digunakan dalam berbagai perkara perdata, termasuk sengketa 
keperdataan maupun perceraian. Agar dapat diterima di pengadilan, bukti elektronik 
harus memenuhi kriteria keaslian (authenticity) dan integritas (integrity), serta sering 
kali memerlukan keterangan ahli untuk memastikan validitas dan keabsahan data 
yang diajukan (Maulana jainal abidin, 2019).  
Kendati telah diakui sebagai alat bukti yang sah, penerapan bukti digital dalam 
praktik perdata masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks 
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(Rohman et al., 2024). Permasalahan utama terletak pada aspek keaslian dan 
integritas data digital yang sangat rentan terhadap manipulasi atau perubahan 
(Hidayat et al., 2025).Kerangka hukum yang ada dinilai belum sepenuhnya mampu 
menyesuaikan diri dengan karakteristik unik dari bukti digital, sehingga diperlukan 
pembaruan atau reformasi peraturan agar lebih responsif terhadap perkembangan 
teknologi (Nur, Pohan, Ahmad, Alfira, & Fortuna, 2024). Di satu sisi, penggunaan 
bukti digital memberikan efisiensi dan relevansi dalam proses peradilan modern, 
namun di sisi lain, hal tersebut juga menimbulkan kekhawatiran mengenai 
keandalannya. Diperlukan standar hukum dan prosedural yang lebih kuat untuk 
menjamin validitas bukti digital sekaligus memastikan prinsip keadilan tetap terjaga 
dalam proses pembuktian perkara perdata. 

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai pengakuan dan dasar hukum 
bukti digital dalam perkara perdata menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia 
telah berupaya beradaptasi terhadap perkembangan teknologi melalui pengesahan 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan 
legitimasi terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. 
Meskipun secara normatif pengakuan tersebut sudah kuat, penerapannya dalam 
praktik masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait aspek keaslian dan 
integritas data yang mudah dimanipulasi serta keterbatasan pemahaman aparat 
peradilan dalam menilai bukti digital. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan 
antara norma hukum tertulis dan penerapannya di lapangan, yang menunjukkan 
bahwa kedudukan bukti digital masih berada pada tahap transisi dari pengakuan 
formal menuju penerapan efektif. Diperlukan penguatan regulasi, penetapan 
standar verifikasi digital yang jelas, serta peningkatan kapasitas teknis aparat 
penegak hukum agar bukti digital tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga dapat 
diandalkan dalam menegakkan keadilan di ranah perdata. 

Kekuatan Pembuktian dan Penilaian Hakim terhadap Bukti Digital 
Kedudukan bukti digital dalam proses peradilan semakin menonjol seiring 

dengan perkembangan pesat teknologi informasi (Muhidin, 2025). Bukti digital yang 
bersumber dari perangkat elektronik, media sosial, dan berbagai platform daring kini 
memiliki peran strategis dalam mengungkap fakta hukum, terutama dalam perkara 
pidana. Pemanfaatan bukti digital dalam sistem peradilan menghadapi sejumlah 
tantangan yang berkaitan dengan autentikasi, keandalan, serta penerimaannya 
sebagai alat bukti yang sah. Risiko manipulasi data, gangguan sistem, dan 
perbedaan yurisdiksi sering kali menjadi kendala dalam menjamin keabsahan bukti 
digital (Wibowo, Munawar, & Hidayatullah, 2024).Diperlukan pembaruan kerangka 
hukum yang komprehensif untuk mengatur tata kelola bukti digital secara lebih 
tegas, melindungi aspek privasi, serta menjamin integritas data. Reformasi 
terhadap peraturan hukum acara dan ketentuan pembuktian juga perlu dilakukan 
agar bukti digital memiliki kedudukan hukum yang setara dengan alat bukti 
konvensional, termasuk penerapan prinsip pelestarian dan penyampaian bukti 
sejak tahap awal proses litigasi (Amirochi, 2024). 

Selain aspek regulatif, kesiapan sumber daya manusia serta modernisasi 
sistem peradilan menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam mendukung 
efektivitas penerapan bukti digital di pengadilan. Peningkatan kapasitas bagi aparat 
penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, perlu dilakukan agar mereka memiliki 
kompetensi dalam menilai bukti digital secara objektif berdasarkan prinsip keadilan 
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(Eugenia, Limanto, & Tedjokusumo, 2024). Pembaruan infrastruktur teknologi dan 
prosedur hukum juga menjadi prasyarat untuk memastikan pengelolaan bukti digital 
berjalan secara efisien dan transparan. Sejumlah studi kasus menunjukkan bahwa 
bukti digital kini diakui memiliki kedudukan mandiri dalam proses pembuktian, 
meskipun interpretasi yudisial terhadapnya masih bervariasi tergantung pada 
pandangan dan pertimbangan hukum masing-masing hakim (Irianto, 2017). 
Meskipun bukti digital memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat sistem 
pembuktian modern, penggunaannya harus tetap diimbangi dengan perlindungan 
terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan agar kepercayaan publik terhadap 
sistem hukum dapat terus terpelihara. 

Pembahasan tersebut menggambarkan bahwa peran bukti digital dalam 
proses peradilan semakin menonjol seiring dengan kemajuan teknologi informasi, 
meskipun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala substansial. 
Permasalahan yang berkaitan dengan autentisitas, keandalan, dan integritas bukti 
digital menuntut adanya pembaruan paradigma pembuktian serta penguatan 
landasan hukum yang dapat menjamin keabsahan dan nilai pembuktian data 
elektronik di pengadilan. Selain itu, perbedaan regulasi dan variasi interpretasi 
yudisial terhadap bukti digital menunjukkan pentingnya upaya harmonisasi antara 
dinamika perkembangan teknologi dengan sistem hukum nasional. Dalam konteks 
ini, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum, termasuk 
hakim, menjadi hal yang esensial agar proses penilaian terhadap bukti digital dapat 
dilakukan secara objektif dan profesional. Efektivitas pemanfaatan bukti digital 
dalam perkara perdata maupun pidana sangat ditentukan oleh sinergi antara 
modernisasi sistem peradilan, pembaruan peraturan perundang-undangan, serta 
penguatan sumber daya manusia di bidang hukum guna menjamin tercapainya 
keadilan, akurasi, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. 

Tantangan dan Implikasi Penggunaan Bukti Digital dalam Pembuktian Perdata 
Integrasi bukti digital dalam proses perdata menimbulkan beragam 

tantangan yang memerlukan kemampuan adaptif dan pemahaman mendalam dari 
para profesional hukum. Salah satu persoalan utama terletak pada aspek 
autentikasi dan penerimaan bukti digital di pengadilan, mengingat data elektronik 
sering kali menimbulkan keraguan terkait keasliannya sehingga dapat mempersulit 
proses pembuktian (Fauziah Lubis, 2024). Ketentuan hukum yang berlaku saat ini 
dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik khusus bukti 
elektronik yang bersifat dinamis dan rentan terhadap manipulasi. Selain itu, 
pelestarian serta integritas data digital menjadi isu krusial karena sifat bukti digital 
yang mudah diubah atau dihapus, sehingga diperlukan penerapan prosedur 
keamanan dan mekanisme pelestarian yang ketat (Raflika et al., 2025). 
Kompleksitas analisis bukti digital juga menuntut keahlian teknis dalam bidang 
forensik digital dan validasi data, yang masih terbatas di kalangan praktisi hukum 
(Anam, 2022).Tantangan-tantangan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi 
antara disiplin hukum dan teknologi agar bukti digital dapat diproses dan dinilai 
secara autentik, sah, serta memiliki kekuatan pembuktian yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. 

Pemanfaatan bukti digital membawa implikasi yang signifikan terhadap 
praktik hukum dan sistem pembuktian dalam perkara perdata. Kondisi ini 
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menegaskan urgensi pembaruan kerangka hukum melalui penyusunan norma-
norma prosedural yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga 
prinsip keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga (Sutrisno, Fenty Puluhulawa, & 
Lusiana Margareth Tijow, 2022).Pemanfaatan bukti digital secara efektif dapat 
memberikan kontribusi terhadap peningkatan akurasi pembuktian serta 
memengaruhi hasil perkara melalui penyajian data yang lebih objektif dan informatif  
(Eugenia et al., 2024). Efektivitas tersebut sangat bergantung pada kesiapan dan 
kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum, khususnya dalam hal 
penguasaan aspek teknis forensik digital dan manajemen bukti elektronik 
(Firmansyah, 2024). Meskipun bukti digital menghadirkan tantangan yuridis dan 
teknologis, keberadaannya juga membuka peluang besar untuk memperkuat 
efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam sistem litigasi perdata modern. 

Pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa pemanfaatan bukti digital 
dalam proses perdata menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi 
perkembangan sistem hukum modern. Secara evaluatif, analisis tersebut 
menekankan permasalahan utama yang meliputi aspek autentikasi, integritas, serta 
keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik 
teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan urgensi kolaborasi antara bidang 
hukum dan teknologi guna menjamin keabsahan, keandalan, serta nilai pembuktian 
bukti digital di pengadilan. Dari perspektif interpretatif, pembahasan ini 
menggambarkan bahwa bukti digital telah bertransformasi dari sekadar alat bantu 
pembuktian menjadi instrumen sentral dalam proses litigasi perdata. Diperlukan 
pembaruan kerangka hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di 
bidang hukum, serta modernisasi sistem peradilan agar penggunaan bukti digital 
dapat dilaksanakan secara efektif, objektif, dan akuntabel. Efektivitas bukti digital 
dalam pembuktian perkara perdata sangat bergantung pada harmonisasi antara 
kemajuan teknologi, kejelasan norma hukum, dan profesionalisme aparat penegak 
hukum dalam menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum. 

 

4. SIMPULAN 

Bukti digital memiliki kedudukan hukum yang sah dalam sistem pembuktian perkara 
perdata di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU ITE. Pengakuan ini menunjukkan 
bahwa sistem hukum Indonesia telah beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. 
Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala, terutama dalam hal keaslian, keutuhan, 
dan penerapan teknis pembuktian di pengadilan.Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi 
antara UU ITE dengan hukum acara perdata, peningkatan kapasitas aparat penegak 
hukum dalam bidang digital forensik, serta pembentukan pedoman teknis oleh Mahkamah 
Agung agar bukti digital dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan kepastian 
hukum.sosial karena setiap pelaksanaannya memperkuat hubungan antara peserta dan 
penonton, sehingga meningkatkan solidaritas komunitas. 
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